
  

  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 46 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG 

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 

2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016 - 2021 telah mengalami perubahan 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Peraturar Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 4), 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA 

SKPD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo,



  

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147),



  

7. 

10. 

11. 

Lai, 

  

.3- 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3), 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322) , 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 

4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 4), 

memamg 
So Pub 

K FWASUP: 
  

        
  
  

   



  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG 

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 

2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi : 

Pasal 2 

Mengesahkan Perubahan Renstra-SKPD Tahun 2016-2021 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 

ini. 

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1(satu) Pasal yakni 

Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2A 

(1) Perubahan Renstra-SKPD 2016-2021 disusun dengan 

sisternatika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, 

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, 

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis, 

Bab IV : Tyjuan dan Sasaran, 

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan, 

BabVI : Rencana Program dan Kegiatan serta 

Pendanaan, 

 



Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang 

Urusan, dan 

Bab VIII : Penutup. 

(2) Perubahan Renstra-SKPD 2016-2021 sebagaimana 

dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 

Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3, dihapus 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang “ mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pad agal U Novewver ang    
Diundangkan di Limboto 

pada tanggal Il NoVeubc 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

JAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR Ab


